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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Nomor : 03/PERIZINAN /TK-SD/ 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN AGAM

Menimbang ! a bahwa berdasarkan surat permohonan dari pengelola PAUD AL JABAR
Kampung Sawah Jorong 11 Balai Ahad Nagari Lubuk Basung Kecamatan
Lubuk Basung, tanggal 4 Februari 2020 tentang Permohonan lzin
Operasional PAUD;

b. bahwa .berdasarkan Rekomendasi ~Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudg Kdb. “Agam homor 421 170075/ Disdikbud/ 2020 tanggal &
Jaguart 2020 tentang Tzin Operasional Satdan PAUD Sejenis,

C. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, Kegiatan Opecrasional PAUD di
Kampung Sawah Jorong Il Balai Ahad Nagari Lubuk Basung Kecamatan
Lubuk Basung perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

Mengingat %o Undtng-Undn{;g"_mOr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 7% Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
bebe kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2215 mor 584, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
79]; e '

3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaran Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5105},

4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;

7 Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita

Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 25).
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